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1. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor agraris di Indonesia perlu mendapat perhatian karena keterbatasan tanah
pertanian yang disebabkan tingginya laju alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian.

Di Kabupaten Jombang ribuan hektar tanah pertanian mengalami penyusutan. Penyusutan terjadi
akibat banyaknya kawasan agraris yang menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar produksi
beras Nasional, kini berubah menjadi permukiman. Selain itu dipicu membludaknya jumlah penduduk,
penyusutan juga disebabkan banyaknya petani yang memilih menjual tanahnya demi menyambung
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hidup karena menganggap bercocok tanam kurang sejahtera. Bahkan beberapa kawasan produktif
persawahan kini sudah mulai tampak berganti menjadi perumahan.

Faktor penyebab terjadinya terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian
umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Disamping itu alih fungsi tanah pertanian ke tanah non
pertanian dapat juga dikarenakan faktor sosial seperti perubahan perilaku karena kemajuan
transportasi dan komunikasi sehingga mengakibatkan merubah cara pandang mereka dimana profesi
petani dianggap profesi yang tidak bergensi, kotor dan mensengsarakan. Alih fungsi juga terjadi
karena waris dan perkawinan. Letak tanah pertanian yang berjauhan atau terpisah dengan tempat
tinggal pemilik juga akan mendorong pemiliknya untuk menjual tanah tersebut karena dianggap tidak
efesien. Selain itu juga potensi alih fungsi tanah sawah terjadi akibat dari penerapan Rencana Tata
Ruang Wilayah oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota yang kurang berpihak kepada pertanian.

Menyadari hal tersebut Pemerintah berupaya melakukan revitalisasi dan perlindungan tanah
pertanian dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin
ketersediaan tanah pertanian, namun upaya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan
belum memberikan hasil yang maksimal sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang diinginkan (das
sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian
untuk menemukan suatu penemuan hukum mengenai pengendalian alih fungsi tanah pertanian
menjadi tanah non pertanian agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan di
masyarakat.

Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah (1) mengapa implementasi pengendalian alih fungsi
tanah pertanian menjadi tanah non pertanian belum berkeadilan; (2) Bagaimana kelemahan-kelemahan
dari pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian saat ini; dan (3) Bagaimana
rekonstruksi pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yang berbasis nilai
keadilan.

2. METODE

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis dimana
peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu
peristiwa sehingga dapat melakukan rekontruksi atas peraturan pengendalian alih fungsi tanah
pertanian menjadi non pertanian yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Sedangkan
penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu: suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan
yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

Dalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan
Yuridis Sosiologis, dimana kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pengendalian alih
fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian akan dilihat dari sudut yuridis mengenai
pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam masyarakat serta upaya
penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Data Primer (Field Research),
Data Sekunder (Library Research), dimana pengumpulan data dalam dilakukan melalui Studi
Dokumen atau Bahan Pustaka, digunakan untuk memperoleh data sekunder, Pengamatan (Observasi),
untuk memperoleh data primer, dan Wawancara (Interview), dengan mengambil data secara sampling.
Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif dan kemudian diolah dengan penggunaan metode
deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian belum
memberikan rasa keadilan dikarenakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrument
hukum untuk mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian belum
memberikan:
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1. Rumusan yang jelas mengenai luas kepemilikan dari tanah pertanian dan juga tanah pertanian yang
boleh atau tidak boleh dialih fungsikan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian dan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, serta Keputusan
Menteri Agraria No. SK. 978/Ka/1960 Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian memiliki
batasan berbeda dengan sudut pandang dan kriteria yang berbeda. Hal ini menyebabkan ketidak
jelasan sehingga akan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya (multi interpretable), selain itu
juga dengan adanya peraturan baru bukan berarti peraturan yang lama akan tidak berlaku kembali.
Disamping itu juga banyaknya peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi tanah
pertanian menjadi tanah non pertanian baik yang berupa Undang-Undang maupun peraturan yang
dibawahnya tidak memuat dengan jelas dan tegas ketentuan dan aturan mengenai tanah pertanian
yang boleh di alih fungsikan atau tidak boleh di alih fungsikan. Peraturan tersebut hanya menyatakan
secara fisik tanah pertanian tersebut, sehingga apabila fisiknya diubah maka tanah tersebut dapat
dialih fungsikan. Peraturan Perundang-Undangan pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi
tanah non pertanian dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga tidak secara jelas memerinci kriteria dari tanah pertanian
yang boleh atau tidak boleh di alih fungsikan. Jika dikaitan dengan rasa keadilan jelas hal ini tidak
memberikan keadilan bagi pemilik tanah atau petani, karena bagi pihak tertentu hal ini dapat
dimanfaatkan karena kriterianya hanya mengenai tanah beririgasi teknis sehingga apabila dirubah
dengan cara seperti permohonan ijin pengeringan ataupun merubah pemanfaatan tanah pertanian
tersebut ataupun merubah irigasi teknis tersebut sehingga dapat dilakukan pengalih fungsian tanah
pertanian itu. Dengan kata lain bahwa ketidak jelasan dari rumusan Peraturan Perundang-Undangan
tersebut jelas bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak memenuhi asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen wvan behoorlijk regelgeving),
sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5, yang menyatakan
bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat asas kejelasan dalam
memuat rumusan, maksudnya dengan asas ini setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan
kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

2. Sanksi Yang Tidak Tegas

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar peraturan, terutama perda di masing-
masing daerah tidak tegas dan jelas, apakah sanksi yang umumnya bersifat pidana berupa kurungan
dan ganti kerugian atau denda ditujukan pada pemilik tanah atau kepada pejabat yang memproses
peralihan tanah tersebut.

3. Adanya Pengecualian Dalam Peraturan

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan tanah pertanian sebagai salah satu
instrument dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian ada
pengecualian atas aturan kepemilikan tanah pertanian tersebut, dimana dalam hal ini tercermin adanya
keistimewaan kelompok atau golongan tertentu sehingga asas equality dan equity (kesamaan dan
kepatutan) dalam peraturan tersebut tidak ada yang berarti unsur keadilan dalam peraturan tersebut
tidak ada atau tercermin.

Dikarenakan dalam implementasinya belum berkeadilan maka peraturan pengendalian tanah
pertanian menjadi tanah non pertanian memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:
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1. Pemerintah Belum Memaksimalkan Fungsi Dan Perannya

Sebagai pihak yang diamahkan untu menguasai tanah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Pemerintah sebagai pihak yang menguasai harus berperan untuk mencegah alih fungsi ini dengan
melakukan pengaturan secara tegas dimana peraturan yang dibuat harus bersifat larangan bukan
himbauan, ketika diadakan observasi lapangan penulis menemukan banyaknya tanah pertanian yang
telah beralih fungsi menjadi tanah perumahaan hanya dengan mengunakan ijin IPPT, dimana
pengurusan ijin ini hanya melalui Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang kecuali dalam
skala besar. Ketegasan inilah yang belum dimiliki pemerintah dimana satu sisi Daerah diharuskan
memiliki RTRW, namun disisi lain suatu Institusi dapat merubah penggunaan tanah tanpa
berkoordinasi dengan pihak terkait.

2. Batasan Kepemilikan Tanah Pertanian Yang Tidak Jelas

Peraturan perundang-undangan mengenai batasan yang diberikan oleh pemerintah mengenai
luasan maksimum dari tanah pertanian tersebut tidak jelas mana yang dapat dipergunakan sebagai
dasar dalam penentuannya, karena terbitnya peraturan yang baru tidak otomatis mencabut atau
membatalkan peraturan yang lama karena derajat peraturan yang berbeda (Lex Posterior Derogat Legi
Priori) dan dalam peraturan yang baru tidak disebutkan secara tegas tentang pencabutan peraturan
yang sebelumnya. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya interprestasi yang berbeda dari masing-
masing pihak. Disamping itu juga ketentuan pembatasan ini juga tidak jelas memudahkan penyamaran
hukum. Banyak kalangan menganggap bahwa pembatasan tersebut pada saat sekarang rasanya tidak
relevan lagi, dimana pada saat sekarang kepadatan penduduk semakin rapat, namun di tempat lain
terjadi distribusi yang tidak merata dengan kata lain kepadatan penduduk untuk daerah yang dekat
dengan perkotaan sangat rapat sedangkan yang jauh dari perkotaan akan semakin jarang. Disamping
itu juga karena kurangnya data dan pendataan maka sering masyarakat menggunakan nama keluarga
yang tidak satu Kartu Keluarga untuk sertipikat tanah miliknya. Keadaan ini bukan saja disebabkan
karena tidak jelasnya peraturan tersebut tetapi juga mental dari pelaksana atau pejabat dan kurangnya
pendataan akan kepemilikan tanah tersebut baik dari tingkat desa ataupun Kabupaten atau Kota
maupun Propinsi akan kepemilikan tanah pertani9an tersebut.

3. Kurang Sosialisasi Peraturan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian

Sosialisasi dari peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak dilakukan oleh instansi-
instansi terkait, sehingga peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai regulasi
pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian tidak diketahui oleh pemilik
tanah pertanian, sehingga mereka hanya mengetahui ketika akan mengurus tanah tersebut.

Menurut penulis alih fungsi yang terjadi pada saat sekarang adalah kurangnya pemahaman
pemilik tanah petanian mengenai peraturan perundang-undangan yang ada, disamping itu juga
peraturan perundang-undangan tersebut mengunakan bahasa kiasan, sehingga sulit untuk dipahami
dan menimbulkan multi tafsir yang berbeda.

4. Peraturan Kepemilikan Tanah Pertanian Belum Terakomodir

Belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur kepemilikan tanah pertanian dan alih
kepemilikan tanah pertanian dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu badan hukum ke badan
hukum lainnya. Keadaan inilah yang sering digunakan oleh aparat ataupun individu dalam
melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian karena peraturan yang dibuat
tidak secara tegas menyatakan pelarangan sehingga penafsiran yang berbeda terjadi.
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5. Transparansi Peraturan Tidak Ada

Kurangnya transparansi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama dalam
menetapkan rencana tata ruang wilayah ataupun tanah untuk ketahanan pangan berkelanjutan (LP2B),
dimana dalam perumusan ini tidak adanya jabaran yang jelas mengapa tanah tersebut tidak boleh
dialih fungsikan menjadi tanah yang bersifat non pertanian. Apa yang dijadikan dasar dalam
penetapan tersebut tidak jelas, apakah karena letak, sistim irigasi, iklim atau faktor lainnya. Keadaan
ini menyebabkan masyarakat sering melanggar karena mereka tidak memahami dasar dari peraturan
tersebut.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari peraturan tersebut kiranya perlu dilakukan suatu
pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yang secara istilah dikenal dengan
sebutan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan bertujuan agar regulasi dalam pengendalian tanah
pertanian dapat berjalan dengan baik sehingga antara apa yang diinginkan (das sollen) sesuai dengan
apa yang senyatanya (das sein). Rekonstruksi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam hal
peraturan perundang-undangan menyangkut pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah
non pertanian adalah:

1. Ketegasan Pemerintah dalam hal kepemilikan atau hubungan hukum tanah dan Warga Negara
Indonesia sebagaimana termuat dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA dibantari atau terjadi kontroversi
dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING
YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA, ketidak jelasan ini haruslah diatasi dengan
menegaskan dalam aturan tersebut terutama dalam UUPA 1960 tentang hubungan hukum yang
jelas akan kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian. Disamping itu juga adanya keharusan
untuk mengerjakan sendiri tanah pertanian yang dimiliki rasanya pada saat ini sudah tidak
relevan sehingga penekanan yang harus dilakukan adalah mengenai pemindahan hak
kepemilikan. Hal lain yang harus menjadi perhatian dari UUPA 1960 adalah masalah penyediaan
tanah untuk pembangunan kepentingan umum haruslah jelas dan dirasakan manfaatnya bagi
masyarakat. Selain itu juga penekanan akan pencatatan dan administrasi pertanahan harus sudah
dilakukan dan juga mengenai sanksi juga harus kembali diperhatikan karena ketentuan pidana
pada UUPA 1960 harus lebih lebih relevan pada saat sekarang bukan hanya sifatnya menakutkan
akan tetapi memberi efek jera, dan perlu dipertegas dan diperjelas serta sanksi bagi pejabat
hendaknya lebih berat dibandingkan pemilik.

2. Batasan kepemilikan tanah pertanian yang dinyatakan dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 56
PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN dan PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN
PENGUASAAN TANAH PERTANIAN, haruslah sejalan dan membuat luasan maksimum yang
jelas dikarenakan perkembangan penduduk yang sangat cepat dan berbeda-beda sehingga
Pemerintah sebaiknya membatasi kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan dari masing-
masing Daerah.

3. Alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian karena kepentingan umum atau
pembangunan kepentingan umum tidak dilakukan dengan semena-mena baik mengenai ganti
rugi ataupun hal-hal lainnya, sehingga masyarakan tidak merasa sebagai pihak yang dirugikan.

4. Peraturan pembatasan kepemilikan tanah pertanian harus menganut asas Persamaan di hadapan
Hukum (Equality Before The Law), dimana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini setiap
orang mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum (Audi Et Alteram Partem) dalam arti
dinamis bahwa semua orang akan memperoleh akses yang sama untuk memperoleh keadilan,
dan jika memang ada pengecualiannya hendaknya pengecualian tersebut jelas dan diatur dengan
aturan tersendiri.

Andik Lucius Rahmanto, Dedy Muharman, Novellita Sicillia Anggraini / Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non
Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009



Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam,Vol. 4, 2 (December, 2022): 545-554 550 of 554

5. Peraturan atau penetapan kawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah harus jelas dan terarah
sehingga dapat diterima oleh masyarakat akan peraturan tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, Implementasi
pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yang dilakukan pemerintah
melalui peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang yang bertumpu pada Undang-
Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria sampai pada Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Menteri Agraria dan Peraturan Menteri Pertanian serta Instansi terkait hingga Peraturan
Daerah, belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dikarenakan peraturan tersebut tidak jelas
dan tegas yang berakibat timbulnya multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Kedua, Sebaik apapun suatu peraturan dibuat tanpa adanya pemahaman dalam pelaksanaan dan
tanpa diketahui akan aturan tersebut maka peraturan tersebut hanya baik diatas kertas, hal tersebutlah
yang menjadi kelemahan utama dari pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non
pertanian. Pemerintah berupaya terus mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk
mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian namun sosialisasi peraturan
tersebut kurang dilakukan sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut tidak ada.

Ketiga, rekonstruksi nilai dari pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non
pertanian yang berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan tersedianya tanah pertanian untuk
swasembada pangan dan tersedianya tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi tanah non
pertanian untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum secara seimbang, sedangkan rekonstruksi
hukumnya adalah pada Pasal 44 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Berkelanjutan
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